











2.1 Rumah Sakit  
2.1.1 Pengertian Rumah Sakit 
Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari rumah sakit ialah gedung 
tempat merawat orang sakit atau gedung tempat menyediakan dan memberikan 
pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan. Rumah sakit kini 
juga disebut sebagai lembaga komunitas yang merupakan instrumen masyarakat 
(Siregar, 2003:8). Menurut Hanafiah dan Amir (1999:160), rumah sakit adalah 
tempat berkumpul sebagian besar tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya 
sepertti dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, nutrisionis, fisioterapis, ahli 
rekam medik, dan lain-lain. Rumah sakit mempunyai beberapa fungsi diantaranya 
yaitu menyelenggarakan pelayanan medik, penelitian dan pengembangan, serta 
administrasi umum dan keuangan. Rumah Sakit Umum kelas C adalah rumah sakit 
umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik 
dasar (Siregar, 2003:15). 
Tugas utama rumah sakit adalah menyediakan keperluan untuk 
pemeliharaan dan pemulihan kesehatan serta memberikan pelayanan kesehatan 
perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan 
kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. Selain itu 
menurut UU no. 44 tahun 2009 pasal 5 mengenai fungsi rumah sakit, antara lain: 





medik; (3) pelayanan dan asuhan keperawatan; (4) pendidikan dan pelatihan; (5) 
penelitian dan pengembangan; (6) pelayanan rujukan upaya kesehatan; (7) administrasi 
umum dan keuangan; (8) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan 
kesehatan sesuai dengan standar peelayanan rumah sakit; (9) pemeliharaan dan 
peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna; (10) 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka 
peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan dan; (11) 
penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang 
kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan. 
 
2.2 Instalasi Farmasi Rumah Sakit 
 Menurut Siregar (2003:25) dalam bukunya instalasi adalah fasilitas 
penyelenggara pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, kegiatan penelitian 
pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan pemeliharaan sarana rumah sakit. 
Sedangkan definisi dari farmasi rumah sakit adalah seluruh aspek kefarmasian yang 
dilakukan disuatu rumah sakit. Kesimpulan dari definisi tersebut tentang instalasi 
farmasi yaitu suatu bagian/unit/divisi atau fasilitas di rumah sakit, tempat 
penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untk keperluan 
rumah sakit itu sendiri. 
Instalasi farmasi rumah sakit merupakan satu-satunya unit di rumah sakit yang 
mempunyai tugas dan tanggungjawab penuh terhadap pegelolaan aspek yang berkaitan 





tersebut (Siregar, 2003:33). Apoteker di rumah sakit dapat membantu tercapainya suatu 
pengobatan yang aman dan rasional yang berorientasi pada pasien dan bukan hanya 
berorientasi pada produk (Siregar, 2004). Menurut RS Rumah Sehat Terpadu Dompet 
Dhuafa (2015) tugas utama dari instalasi rumah sakit adalah pengelolaan mulai dari 
perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyiapan, peracikan, pelayanan langsung 
kepada penderita sampai dengan pengendalian semua perbekalan kesehatan yang 
beredar dan digunakan dalam rumah sakit, baik untuk penderita rawat inap, rawat jalan 
maupun untuk semua unit termasuk poliklinik rumah sakit. 
 
2.3 Persediaan 
 Menurut Samsul dan Mustofa (1992:388), didalam struktur neraca komponen 
persediaan termasuk dalam kategori aktiva lancar. Jika dilihat melalui sudut pandang 
ilmu pembelajaran persediaan disebut sebagai unsur modal kerja. Mahatmyo (2014) 
manajemen logistik adalah suatu ilmu pengetahuan dan atau seni serta proses mengenai 
peatrencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan 
pemeliharaan serta penghapusan material/alat. Sehingga manajemen logistik mampu 
menjawab tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan dengan ketersediaan bahan 
logistik setiap saat bila dibutuhkan dan dipergunakan secara efisien dan efektif. 
(Subagya: 1998). 
 Definisi persediaan pada PSAK 14 tentang Persediaan adalah: 
1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal 





3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies), untuk digunakan di dalam 
proses produksi atau pemberian jasa. 
Menurut Warren, et.al (2005:452), persediaan (inventory) digunakan untuk 
mengindikasikan (1) barang dagang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam 
operasi bisnis perusahaan, dan (2) bahan yang digunakan dalam proses produksi atau 
yang disimpan untuk tujuan itu. Logistik Rumah Sakit menurut Sabarguna (2005) 
mempunyai ciri penting untuk dilihat dan diperhitungkan: 
a) Spesifik, artinya logistik yang berkaitan dengan pelanggan dan profesi 
tertentu, seperti obat, film rotgen dan lain-lain; 
b) Harga, dimana logistik mempunyai harga yang sangat variatif dari yang 
sangat mahal sampai dengan yang sangat mahal, seperti kassa steril dan 
lampu CT SCAN; 
c) Item, item yang bermacam-macam dan banyak maka memerlukan 
pengelolaan secara departemental sesuai pelayanan dan profesi 
Menurut Dessele dan Zgarrick (2009) pengelolaan yang tepat pada persediaan 
memiliki dampak yang signifikan pada pengelolaan keuangan dan operasional rumah 
sakit yang optimal. Manajemen persediaan meliputi pemesanan, penerimaan, 
penyimpanan, distribusi dan pemesanan kembali. Ketika manajemen persediaan di 
dalam rumah sakit lemah dan tidak tertata dengan baik akan menimbulkan berbagai 
macam permasalahan, salah satunya adalah pengadaan yang tidak sesuai menyebabkan 
kadaluarsa dan atau masalah kekurangan persediaan medis. Dampak dari hal tersebut 





2012). Menurut Assauri (2004:177) tujuan pengendalian persediaan secara terinci 
dapatlah dinyatakan sebagai usaha untuk:  
1. Menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga dapat 
mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. 
2. Menjaga agar supaya pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu 
besar atau berlebih-lebihan. 
3. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena ini akan 
berakibat biaya pemesanan terlalu besar. 
 
2.3.1 Pengelolaan Persediaan 
 Persediaan yang dilimiki perusahaan memerlukan pengelolaan atau 
pengendalian yang baik. Pengelolaan persediaan yang baik memungkinkan rumah sakit 
untuk dapat menjaga kontinuitas produksi dan menjaga aktivitas penyediaan jasa agar 
berjalan lancar. Fungsi pengelolaan persediaan dimulai dari penerimaan barang sampai 
penyimpanannya, serta saat persediaan digunakan. Perencanaan dan pengendalian 
yang baik harus disusun guna memaksimalkan operasi dari perusahaan itu sendiri, 
sehingga secara tidak langsung akan mendukung tercapainya tujuan rumah sakit. 
Wilson (1998) mengatakan untuk mencapai pengelolaan persediaan yang baik 
ada beberapa yang harus dipenuhi: 
1) Penetapan tanggung jawab dan kewenangan yang jelas sehubungan dengan 
persediaan 





3) Fasilitas-fasilitas penggudangan dan penyelenggaraan yang cukup 
4) Klasifikasi dan identifikasi persediaan yang cukup 
5) Standarisasi dan simplifikasi persediaan 
6) Catatan laporan-laporan yang cukup 
7) Tenaga kerja yang memuaskan 
 
2.3.2 Metode Pencatatan Persediaan 
 Menurut Prabowo (2004) Perhitungan persediaan dalam sistem periodik dapat 
dilakukan dengan akurat dan benar. Hasil perhitungan tersebut dapat dipakai untuk 
menghitung harga pokok penjualan, yang pada saatnya digunakan untuk menyusun 
laporan keuangan. Namun memiliki kelemahan, yaitu ketika jumlah dan jenis 
persediaan banyak maka sistem ini akan membutuhkan banyak biaya. Sehingga dapat 
dikatakan cara ini tidak praktis dan ekonomis ketika jumlah persediaan sangat banyak. 
 Menurut Warren, et.al (2005) menulis dalam bukunya, pencatatan persediaan 
dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan dengan begitu pada 
saat penyusunan laporan keuangan tidak diperlukan ayat jurnal penyesuaian. Dimana 
pencatatan transaksi ke dalam perkiraan persediaan adalah berdasarkan harga pokok 







2.4.1 Definisi Pengadaan 
Pada Perpres no. 54 tahun 2010 yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah berisi pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 
disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa yaitu kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa 
oleh Kementrian/Lembaga/Satuan kerja perangkat Daerah/Institusi lainnya yang 
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh 
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di 
lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya 
dibebankan pada APBN/APBD. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan merupakan 
salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan sesuai 
dengan jenis, jumlah dan mutu yang telah direncanakan sesuai kebutuhan 
pembangunan kesehatan. Pengadaan adalah sebagian dari proses untuk menyediakan 
obat dan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan di unit pelayanan kesehatan (Depkes 
RI, 2008). 
 
2.4.2 Fungsi dan Tujuan Pengadaan 
Fungsi pengadaan dapat dilakukan dengan pembelian, pembuatan, penukaran 
ataupun penerimaan sumbangan (hibah, misal untuk rumah sakit umum) (Depkes RI, 
2008). Menurut Seto, dkk (2008), adapun hal yang harus diperhatikan dalam proses 





sebelumnya), kemudian Rechtmatig (harus sesuai dengan kemampuan keuangan), dan 
terakhir Wetmatig (cara atau sistem pengadaan harus sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku). Tujuan pengadaan obat adalah agar tersedianya obat dengan jenis dan jumlah 
yang cukup sesuai kebutuhan dengan mutu yang terjamin serta dapat diperoleh pada 
saat diperlukan (Hartono, 2007). 
 
2.4.3 Perencanaan Kebutuhan 
 Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan memilih cara yang sesuai 
guna mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga dapat disebut sebagai proses sebelum 
tindakan diperlukan (Siregar, 2003:29). Perencanaan obat menurut Keputusan Menteri 
Kesehatan No. 1197 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit 
merupakan proses kegiatan seleksi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan untuk 
menentukan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai dengan jumlah, jenis dan 
waktu yang tepat serta dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi 
yang sesuai dengan kebutuhan anggaran, untuk menghindari kekosongan obat. 
 Menurut Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat 
Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik 
Indonesia (2008) menyatakan bahwa tahapan dari perencanaan kebutuhan farmasi 
dimulai dari pemilihan untuk menentukan apakah perbekalan farmasi benar diperlukan 
sesuai jumlah pasien dan penyakit, kemudian kompilasi penggunaan untuk mengetahui 
penggunaan bulanan masing-masing unit pelayanan selama setahun, setelah itu 





perencanaan ini salah satu kegiatan dalam menyeleksi alat kesehataan, obat-obatan dan 
bahan medis serta menentukan jumlahnya dalam rangka pengadaan persediaan medis. 
Tujuan dari perencanaan ini adalah: 
- Jenis dan jumlah yang tepat sesuai kebutuhan 
- Menghindari terjadinya kekosongan 
- Meningkatkan efisiensi 
Menurut Anief dalam buku Febriawati (2013:68) dasar-dasar dari perencanaan 
yaitu ramalan tahunan atau bulanan dari pemasaran, menghitung bahan-bahan yang 
dibutuhkan dan menyusun daftar untuk bagian pembelian seperti bahan dan 
spesifikasinya, jumlah serta waktu diperlukannya. Kegiatan pokok dalam perencanaan 
pengadaan yaitu memperkirakan kebutuhan seperti memilih yang dakan dibeli dan 
menentukan jumlahnya dan menyesuaikan jumlah kebutuhan dengan alokasi dana. 
 
2.4.4 Pengadaan Pemerintah 
 Pada Perpres no. 54 tahun 2010 pada Bab 1 Pasal 1 No. 1 Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa 
adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan 
Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan 
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. 
Pada Perpres No. 54 tahun 2010 pada Bab 1 Pasal 1 No. 4 disebutkan Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah 





Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam PP No. 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan Lembaga Pemerintah Non 
Departemen (LPND) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, 
yang dibentuk berdasarkan PP No. 106 tahun 2007. LKPP merupakan lembaga 
pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan 
perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintahan. Dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi nya LKPP di koordinasi oleh Menteri Negara Perencanaan 
Pembangunan Nasional. LKPP memiliki fungsi sebagai berikut: 
1. Menyusun kebijakan, regulasi, norma, standar, prosedur, manual dalam bidang 
pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam 
rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha. 
2. Menyusun strategi, kebijakan, rencana, program pembinaan Sumber Daya 
Manusia dan system pengujian kopetensi profesi dibidang pengadaan 
barang/jasa pemerintah. 
3. Memberikan bimbingan teknis, avokasi, pendapat, rekomendasi, dan tindakan 
koreksi, bantuan, nasehat, pendapat hokum, dan kesaksian ahli terkait 
pengadaan barang/jasa pemerintah. 
4. Menyusun kebijakan dan sistem pemantauan, penilaian dan evaluasi 
pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, melakukan koordinasi, 






2.4.5 Pengadaan BLUD 
 Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layaan Umum Daerah pada pasa 23 
menerapkan (PPK-BLUD) dapat berupa pemberian status BLUD penuh atau status 
BLUD bertahap. Status BLUD penuh akan diberikan apabila persyaratan sesuai pasal 
4, yaitu persyaratan substantive, teknis, dan administrative telah terpenuhi dan dinilai 
memuaskan. Status BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan 
investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan/atau jasa. 
Pada pasal 100 BLUD yang telah berstatus penuh dapat memberikan fleksibilitas 
berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi 
pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah berdasarkan prinsip efisien, efektif, 
transparan, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang 
sehat. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pegadaan dapat berupa 
tim, panitia atau unit yang dibentuk pemimpin BLUD, terdiri dari orang yang 
memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan 
bidang terkait yang diperlukan. 
 
2.4.6 Pengadaan Fasilitas Medis dan Obat-obatan 
Menurut Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian 
di Rumah Sakit, pengadaan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan 
perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, 





merupakan kegiatan yang berkesinambungan mulai dari pemilihan, penentuan jumlah 
yang dibutuhkan, juga penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode 
pengadaan, pemilihan pemasok, penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses 
pengadaan, dan pembayaran. Pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan proses arus 
barang, karena merupakan bagian, maka dari itu pengadaan dianggap sebagai fungsi 
strategis dalam manajemen logistik. Pelaksanaan pengadaan persediaan medis ini harus 
menekankan keakuratan mengenai jumlah yang cukup, pada waktu yang tepat, dan 
diganti dengan cara berkesinambungan serta teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan 
yang berlaku (Aji, 2012). 
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata 
kelola pemerintahan yang baik. Pengadaan barang/jasa pemerintahakn bertujuan untuk 
memperolah barang/jasa harga dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan 
dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya (Arsana, 2016:35). 
Pengadaan menurut Listyasari (2011) yaitu suatu proses mengadakan obat serta 
keperluan medis lainnya yang dibutuhkan di unit pelayanan kesehatan. Tujuan 
pengadaan sendiri agar tersedianya obat dengan jenis dan jumlah yang tepat dengan 
mutu yang tinggi dan dapat diperoleh pada waktu yang tepat. Pengadaan dapat 
dikatakan sebagai kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan.  
Menurut Febriawati (2013:90) dalam bukunya pengadaan merupakan kegiatan 
untuk merealisasikan kebutuhan yang telah ditetapkan dan disetujui (anggarannya) 
dalam fungsi sebelumnya. Adapun definisi dari pengadaan perbekalan merupakan 





melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi. Tujuan 
dari pengadaan yaitu memastikan bahwa memiliki sumber daya yang diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan yang teridentifikasi. Pengadaan adalah segala kegiatan dan usaha 
untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan 
yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. 
Termasuk didalamnya usaha untuk mempertahankan yang sudah ada dalam batas 
efisiensi (Subagya, 1988:29). 
Pengadaan yang efektif merupakan bagian dari proses untuk mengatur cara, 
teknik, dan kebijakan yang ada untuk membuat suatu keputusan mengenai obat-obat 
yang diadakan, baik jumlah maupun sumbernya. Pemilihan waktu pengadaan 
merupakan bagian dari teknis pengadaan sebagai penentu utama dari ketersediaan obat 
dan total biaya kesehatan (Mashuda, 2012). Menurut WHO dalam buku Febriawati 
(2013:91) ada empat strategi untuk pengadaan yang baik: 
1) Pengadaan dengan harga mahal dengan jumlah yang tepat 
2) Seleksi terhadap pemasok yang dapat dipercaya dengan produk yang berkualitas 
3) Memastikan ketepatan waktu pengiriman obat 
4) Mencapai kemungkinan termurah dari harga total 
Pengadaan perbekalan farmasi di rumah sakit dapat dilakukan dengan beberapa cara 
diantaranya (Febriawati, 2013:93): 
1) Purchasing (membeli), umumnya untuk barang yang habis pakai 






4) Hibah atau sumbangan, biasanya yang diinginkan adalah sesuai dengan 
kebutuhan rumah sakit 
5) Penukaran 
6) Produce (membuat sendiri) 
7) Repair (memperbaiki), sebagian besar rumah sakit sudah memiliki. 
Fungsi pengadaan logistik rumah sakit seperti obat-obatan pada hakekatnya 
merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan logistik sesuai dengan kebutuhan, 
baik jenis, spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, dan harga serta sumber yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Tujuan dari pengadaan logistik yaitu, tersedianya logistik 
dengan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan, mutu yang terjamin 
dan dapat diperoleh ketika logistik diperlukan (Irmawati, 2014:24). Ada tiga elemen 
penting dalam pengadaan sediaan farmasi di rumah sakit, yaitu pengadaan harus 
dilakukan secara teliti, penyusunan dan persyaratan kontrak kerja sangat penting untuk 
menjaga terjaminnya mutu sediaan, dan order pemesanan agar sediaan yang dipesan 
cepat sesuai dengan macam, waktu dan tempat (Direktorat Bina Obat Publik dan 
Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2008). 
Pengadaan perbekalan kesehatan sesuai Prosedur Operasional Baku (POB) 
menurut Siregar dan Amalia (2003:54): 
1) Semua perbekalan kesehatan/sediaan farmasi yang digunakan di rumah sakit 





2) Semua perbekalan kesehatan/sediaan farmasi yang digunakan di rumah sakit 
harus dikelola hanya oleh instalasi farmasi rumah sakit 
3) Instalasi farmasi rumah sakit harus menetapkan spesifikasi produk semua 
perbekalan kesehatan sediaan farmasi yang akan diadakan berdasarkan 
persyaratan resmi (Farmakope Indonesia edisi terakhir) dan atau persyaratan 
lain yang ditetapkan oleh PFT 
4) Pemasok perbekalan kesehatan/sediaan farmasi harus memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan oleh PFT 
5) Jika perbekalan kesehatan/sediaan farmasi diadakan dari suatu pemasok atau 
industri, apoteker rumah sakit harus mengunjungi pemasok/industri tersebut 
untuk memeriksa kesesuaian penerapan sistem mutu dan jaminan mutu. 
Menurut Sutan dalam buku Febriawati (2013:42) langkah-langkah dalam pengadaan: 
1) Memilih metode pengadaan 
2) Memilih pemasok dan menyiapkan dokumen kontrak. Pemilihan pemasok 
sangat penting karna dapat mempengaruhi baik kualitas maupun biaya yang 
dibutuhkan. 
3) Pemantauan status pesanan, yang mempunyai tujuan mempercepat 
pengiriman sehingga efisiensi suplai dapat ditingkatkan. 
4) Penerimaan dan pemeriksaan, tujuannya agar barang diterima baik jenis dan 






2.4.7 Metode Pengadaan 
Menurut Quick J. et al, ada empat metode pengadaan obat (Maimun, 2008): 
1. Tender terbuka (pelelangan umum) 
 Berlaku untuk semua rekanan yg terdaftar dan sesuai dengan kriteria 
yang telah ditetapkan  
 Pada penentuan harga, metode ini lebih menguntungkan tetapi 
memerlukan waktu yang lama, perhatian lebih, dan staff yang kuat 
2. Tender terbatas atau lelang tertutup (pelelangan terbatas) 
 Hanya dilakukan pada rekanan tertentu yang sudah terbatas dan punya 
riwayat baik  
 Harga masih dapat dikendalikan,tenaga dan beban kerja lebih ringan 
daripada lelang terbuka  
3. Pembelian dengan negosiasi dan kontrak kerja (Pembelian dengan tawar 
menawar) 
 Dilakukan pendekatan dengan rekanan terpilih ,terbatas tidak lebih dari 
3 rekanan untuk penentuan harga. 
 Ada tawar menawar untuk pencapaian spesifik harga  
4. Pengadaan langsung  
 Biasanya pembelian jumlah kecil dan perlu segera tersedia. 





Proses pengadaan yang efektif harus dapat menghasilkan pengadaan obat yang 
tepat jenis maupun jumlahnya, memperoleh harga yang murah, menjamin semua obat 
yang dibeli memenuhi standar kualitas, dapat diperkirakan waktu pengiriman sehingga 
tidak terjadi penumpukan atau kekurangan obat, memilih supplier yang handal dengan 
servis memuaskan, dapat menentukan jadwal pembelian untuk menekan biaya 
pengadaan dan efisien dalam proses pengadaan (Maimun, 2008). 
 
2.5 Konsep Efektivitas 
 Nurchana (2014), berpendapat pada dasarnya efektivitas merupakan 
pengukuran tingkat keberhasilan dari suatu organisasi, kegiatan ataupun program 
dalam mencapai tujuan yang sesuai dan telah ditetapkan. Selain itu, efektivitas 
merupakan pengukuran pencapaian tujuan yang dapat diukur dengan cara memban-
dingkan antara tujuan yang telah ditentukan dengan hasil yang sudah dicapai, sehingga 
dapat dilihat bahwa hasil pekerjaan dapat dikatakan efektif. Sesuai pendapat Supriyono 
dalam Satries (2011:32), bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran 
(output) dengan sasaran yang harus dicapai, yaitu semakin besar kontribusi keluaran 
yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan 
efektif pula unit tersebut. Ditambahkan oleh Ulum (2009:28) bahwa efektivitas tidak 
menyatakan tentang berapa besar dana yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan 
tersebut, tetapi efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah 






2.5.1 Pengertian Efektivitas 
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau 
sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan 
efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut 
Hidayat (1986) menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 
seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, dimana makin besar 
persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Konsep efektivitas dapat 
dilakukan sebagai upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi. Konsep ini 
merupakan salah satu faktor untuk memberikan informasi yang membantu 
pengambilan keputusan apakah suatu organisasi perlu melakukan perubahan secara 
signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini 
efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya 
yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun 
keluaran (output). Suatu dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan 
benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. 
 
2.5.2 Pengukuran Efektivitas 
Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sederhana, karena 
efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang pada siapa yang menilai serta 
menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan 
membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang 





dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran 
yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. 
Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga 
pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Robbins 
(1994:54), yakni:  
1. Pendekatan pencapaian tujuan (goal attainment approach): keefektifan 
organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya daripada prosesnya. 
Pendekatan ini menilai keefektifan organisasi dan anggotanya dengan cara 
menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 
2. Pendekatan sistem: menekankan pada meningkatnya kelangsungan hidup 
organisasi, yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya dengan 
mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktus organisasi dan 
pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan. 
3. Pendekatan konstituensi-strategis: menekankan pada pemenuhan tuntutan 
konstituensi itu di dalam lingkungan yang memerlukan dukungan yang terus 
menerus bagi kelangsungan hidupnya. 
4. Pendekatan nilai-nilai bersaing: pendekatan ini menyatukan ketiga 
pendekatan diatas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan tujuan dengan cara mengukur 
efektivitas suatu organisasi dari indikator tujuan yang tercantum pada Perpres No. 
54 tahun 2010 pasal 107 yang terdiri dari: 





2. Akses pasar dan persaingan yang sehat 
3. Tingkat efisiensi proses pengadaan 
4. Proses monitoring dan audit 
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. 
